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ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tengah Ilir Tahun 2024-

2044.



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk

Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata

Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi,

Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Tata Cara

Penerbitan Persetujuan Substansi; Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program

Pemanfaatan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis

Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan

Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun

2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun

2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan

Penataan Ruang; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043; Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043.



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Tengah Ilir Tahun 2024-2044 yang meliputi ketentuan mengenai

delineasi dan tujuan penataan wilayah perencanaan, rencana struktur ruang,

rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, kesesuaian

kegiatan pemanfaatan ruang, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, upaya

penyelesaian sengketa, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, hingga ketentuan

penutup.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2024.


